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ABTRAK

Dalam penyelenggaraan pemerntahan & Kota Padang mutdak di perlukan
karena sesual dengan fungsi manajemen fungsi controll {pengawasan) merupakan hal
vang  memamin dan fungsi  telaksananva  Plammng  (perencanaan).  Organizing
(pengorgamsasian) dan actuimg (pelaksanaan). Badan Pengawasan Daerah Kota
Padang dalam hal im merupakan unsur penunjang pemerintahan kota vang dipumpin
oleh kepala berada &i bawah dan bentanggung jawab kepada walikota melalu
sekretanat  daerah, vang mengawast satan-satuan kena di Kota Padane  apw
pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien, ekonomis dan efeknf,

Oleh karena itu sesum judul sknpst maka akan diangkal permasalaban vaiti
Bagaimana sistem pengawasan vang dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah kota
Padang dalam penvelenggaraan pemenntahan di Kota Padang. BRagaumana proses
tindak lanjut dan hasil pengawasan vang dilakukan oleh Badan Penpawas  Dacrah
Kota Padang dalam penyelenggaraan Pemernintaban di Kota Padang. Apa saja upava
vang dilakukan untuk mengoptmalkan peranan Badan Penpawasan Daerah Kol
Padang

Untuk membahas  mengenar  hal  tersebut maka  dipunakan metode
pendekatan Yuridis Sosiolopms, Teknik pengumpulan data vang digunakan  adalah
wawancara dengan semi terstruktur dan terstruktur serta melalur studi dokumen yang
kemudian diolah dengan proses ediing dan wabulast vang dilakukan dengan analisa
kualitatif dan kwantitatif

Berdasarkan hasil penelittan diperoleh Permnan Badan Pengawasan Dacrab
adalah melakukan Pengawasan vang  diba;n memjadi dua  vaitn  pengaswasan
berdasarkan PKPT dan pengawasan Non PKPT, vang berupa Pemeriksaan Kasus
Khusus dan Serah Terma Jabatan, Setclah melakukan pemeriksaan akan diterbntkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) vang merupakan rangkuman dari seluruh hasil
pemerksaan vang telah dilakukan vang berisi informasi temtang temuan. kesimpulan
dan rekomendasi vang dibuat oleh masing-masing Tim pemerksa dan disampakean
kepada walikota Padang serta tembusanmyva kepada Badan Poigmwasan Daerab
Propinsi  dan  pihak-pithak  lain  vang  memerlukan  lapoman  tersebue. Untuk
memngkatkan kualtas persontl yvang ada pada Badan Pengawasan Daerah Kot
Padang dilakukan dengan memberikan diklat-diklat di bidany penpawasan

Dan hasil penelinan, diketalhin babwa aparat pengawas pada  Buadan
Pengawasan Daerah Kota Padang kurang menguasai dari hal-hal vang bersifat praktis
vang ada pada sawan kerja, diharapkan juga pada satwan kena yvang dipeoksa,
pengawasan merupakan suatu kebutuhan bagi sawan kerjanya unuk meningkatkan
kinerjanya



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia vang luas, penduduk vanp
beragam (perbedaan Sosial dan sejarah) merupakan kenvataan vang membitas
kemungkinan  penyelenggaraan pemerintahan vane  sentralistik. dilabsanaban
secara seragam di dan untuk seluruh wilavah Negara |

Dalam menghadapt persaingan di dalam negeri maupun di luar neger,
serta persaingan global, dipandang perlu menyelengearakan Otonomi Dacrah
vang membertkan kewenangan yang luas. nyata dan bertanggung jawah kepads
daerah-daerah secara proporsional, vang diwujudkan dalam peraturan, pembagian,
dan pemanfaatan sumber daya nasional sesual denpan prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masvarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi
dan keanekarazaman daerah,

Berdasarkan hal tersebut diatas dirasakan perlu adanva undang-undang
vang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah. oleh sebab itu dalam
Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, vang tepatnya pada 7 mei 1999 telah di
undangkan  memjadi  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1999  tentang
Pemernintahan Daerah vang pada tahun 2004 in1 dichah menjadi Undang-Undang
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebelum diundangkanva
Undang-Undang 1n1 telah berlaku Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 1974 tentang

pokok-pokok Pemenntahan di Daerah. Akan tetapi kalau kita lihat dalam Undang-

' Philipus M. Hadjon, 1999, Pengariar Hickm Admistresi fucdonesio, Gadjah Mada
Limversity Press, Yowakarta, hal 111
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Undang Nomor 5 Tahun 1974, dirasakan banvak sekali kekurangan-kekuranuan

serta kelemahannya, yang antara lain mencakup pasal 7 sampa pasal 11, dimana

dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa, “Daerah berhak dan

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tanggannva sendin sesuat dengan

peraturan perundang-undangan vang berlaku”

Namun sampai dinyatakan tidak berlakunya undang-undang ini ketentuan vang

Jelas, tegas dan terpenine dan rumusan diatas belum ada. Hal vang sama juga kia

jumpai pada pasal 11, yang merumuskan sebagai berikut :

1. Tink berat Otonomi Daerah diletakkan pada dacrah Kabupaten atau Kota.

2. Pelaksanaan ketentuan yang dimaksud pada avar (1) pasal ini diatur dengan
Peraturan Pemenntah,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
memberikan kewenangan vang luas, nyvata dan benanggung jawab kepada dacrah
sehingga memberikan  peluang bagi  daerabh  agar dapat mengatur  dan
melaksanakan Kewenangan vang lebih luas atas keinginannva sesual kepentingan
masyarakat dan potensi daerahnya.

Suatu negara merupakan organisast kekuasaan vang udak bisa terlepas
dari masalah keudakteruban, oleh Karena v dengan sendirinva memerlukan
adanya pengawasan. Di Indonesia masalah pengawasan jelas akan menjadi letnh
penting lagi artinya, mengingat di satu sisi negara Indonesia dalam sistem
pemerintahannya menganut paham Negara Hukum (Hecohsiaet) dan Negara
Kesejahteraan (welfarestare) yang mendambakan suatu masvarakat vang terub.
adil dan makmur, sedangkan di lain sis1 kegiatan pembangunan nasional sedang

cat-matnva dilaksanakan, hal 1m jelas akan menghadapi berbapar tantanvan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis menguraikan permasalahan dalam skripsi in,

sampailah pada suatu Kesimpulan

L.

Badan Pengawasan Daerah Kota Padang merupakan peranghil Pensawnsan
Umum vang diperbantukan Kepada Walikota Padane  herdusurkan Perda
Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Oreanisasi Lembaun
Tekms Daerah dalam melakukan Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan
daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Norma Umum Pengawasan.
Peranan Badan Pengawasan Daerah adalah melakukan Penpawasan vang
dibagt menjadi dua varu pengawasan berdasarkan PKPT dan pengawasan
Non PKPT, vang berupa Pemeriksaan Kasus Khusus dan Serah Terima
Jabatan.

Pengawasan berdasarkan PKPT vang telab disusun sehelumnva vang wepatnva
pada bulan desember telah disahkan unmuk satu tahun kedepan merupakan
acuan bagl seluruh pelaksanaan keelatan pengawasan vang telah direncanakan
pada Badan Pengawasan Daerah Kota Padang vang didalamnya termuat numa-
nama obyek pemeriksaan pada penvelengearaan Pemenntah Dasrah Kota
Padang yang akan dilakukan pemeriksaan, wakiu pemertksaun, serta masa

pemeriksaan.
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